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TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENGANGKATAN
ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA

KEPALA DINAS DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Menimbang : a. bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan
terbaik  bagi anak dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang
dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan
dalam pemberian izin pengangkatan anak antar warga
Negara Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, serta guna mendukung
pelayanan publik agar dapat berjalan sistematis,
prosedural, efektif dan efisien, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengangkatan
Anak Antar Warga Negara Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial,

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9
Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak;



Memperhatikan :

Menetapkan

Kesatu

Kedua

7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 37/HUK/2010 tentang
Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA)
Pusat;

9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan
Pengangkatan Anak;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung Daerah;

14. Peraturan Gubenur Lampung Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah;

16. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/402/111.04/HK/2011
Tanggal 13 Mei 2011 tentang Pembentukan Tim
Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Daerah Provinsi
Lampung.

Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian
Sosial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis
Prosedur Pengangkatan Anak.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN
PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA
INDONESIA.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, dengan
alur prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Pengangkatan
Anak sebagiamana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah
sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan
Pelayanan Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara
Indonesia di Provinsi Lampung.



Ketiga

Tembusan

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal 2 0 & Januari 2022

NIP- 19700611 199003 1 003

Gubernur Lampung (sebagai laporan)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
NOMOR

: 460/ 032 /V.07/B.I1/2022
TANGGAL : 06 JANUARI 2022

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA

Pelaksana Mutu Baku
- Calon Orang Din-a S c Tim PIPA
No Uraian Prosedur Tua t Sosial Pekerja Daerah Persyaratan/ Waktu Output Ket
(COTgA) Provinsi Sosial Provinsi Kelengkapan
Lampung Lampung
1 2 8 4 S 6 7 8 9 10

1 Calon Orang Tuang Angkat Dokumen 1 hari | Lembar Disposisi Dokumen
(COTA) sebagai Pemohon mulai2 = Persyaratan sesuai persyaratan
mengajukan permohonan Peraturan Menteri termasuk
izin pengangkatan anak Sosial RI No. Rekomendasi dari
antar warga Negara 110/HUK/2009 Kepala Dinas Sosial
Indonesia kepada Kepala tentang Persyaratan Kabupaten/Kota
Dinas Sosial Provinsi Pengangkatan Anak
Lampung melalui Dinas serta aturan
Sosial Kabupaten/Kota turunan lainnya
setempat

2 Penelaahan dokumen Dokumen sda. 4 hari | Hasil penelaahan
persyaratan permohonan dokumen
izin pengangkatan anak
oleh Dinas Sosial Provinsi
Lampung

3 Kepala Dinas Sosial el Vilemsimile] 1 hari | Surat Keputusan Pengasuhan

. . Syarat dan/atau ada : :

Provinsi Lampung e | Kepala Dinas Sosial sementara selama 6
menerbitkan Surat Izin perbaikan dokumen Provinsi Lampung (enam) bulan
Pengasuhan Sementara - tentang Pemberian
Kepada COTA atau surat — Izin Pengasuhan
pemberitahuan kepada Syarat Sementara Kepada
COTA melalui Dinas Sosial COTA
Kabupaten/Kota setempat




Pekerja Sosial dan Dinas
Sosial melakukan
bimbingan dan
pengawasan selama masa
pengasuhan Sementara

180
hari

Pekerja Sosial dan Dinas
Sosial melakukan
kunjungan rumah untuk
mengetahui perkembangan
CAA selama diasuh COTA
dan melaporakan hasilnya
kepada Dinas Sosial
Provinsi Lampung

3 hari

Laporan sosial
perkembangan Calon
Anak Angkat (CAA)

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Lampung
membahas hasil penilaian
kelayakan COTA, dan
memeriksa serta meneliti
berkas/dokumen
permohonan pengangkatan
anak dalam Sidang Tim
Pertimbangan
Pengangkatan Anak (Tim
PIPA) Daerah Provinsi
Lampung

2 hari

Berita Acara Sidang
Tim Pertimbangan
Izin Pengangkatan
Anak Daerah Provinsi
Lampung

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Lampung
menerbitkan surat
rekomendasi izin
pengangkatan anak atau
surat pemberitahuan
kepada COTA melalui
Dinas Sosial
Kabupaten/Kota setempat

selesai

Tidak Disetujui

1

Tim PIPA Daerah—
Provinsi Lampung

1

Disetujui

Tim PIPA Daerah

5 hari

Surat Rekomendasi
izin pengangkatan
anak dari Kepala
Dinas Sosial Provinsi
Lampung

Proses selanjutnya
penerbitan izin
pengangkatan anak
pada Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung




Pengarsipan dokumen
permohonan izin
pengangkatan anak pada
Dinas Sosial Provinsi
Lampung setelah
mendapatkan izin
pengangkatan anak,
putusan pengadilan dan
melakukan pembaruan
dokumen sipil anak angkat
dan orang tua angkat.

1 hari

Pengarsipan fotokopi
dokumen :

1. Salinan putusan
penetapan
pengangkatan
anak dari
Pengadilan

2. Pembaruan
dokumen sipil
COTA dan CAA

3. Izin Pengangkatan
Anak dari
DPMPTSP Provinsi
Lampung

4. Dokumen terkait
lainnya

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Bandar Lampung

: 06 Januari 2022




